SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR

NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

. bahwa standar perjalanan dinas di Provinsi Bali berpedoman

pada standar harga satuan regional, dengan memperhatikan
prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai
dengan Visi Pembangunan Daerah Bali “Nangun Sat Kerthi
Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana
menuju Bali Era Baru;

. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang

Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020
tentang Perjalanan Dinas, sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini,
sehingga perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);


http://www.bphn.go.id/data/documents/58uu064.pdf
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019
tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
(Berita  Negara  Republik Indonesia  Tahun 2019
Nomor 1133);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita  Negara  Republik Indonesia  Tahun 2020
Nomor 1781);



15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang
Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Nomor 62
Tahun 2020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang
Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022
Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG
PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Ketentuan ayat (3) huruf a Pasal 5 dalam Peraturan Gubernur
Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita
Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 62) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 62
Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi
Bali Tahun 2022 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf a, dilaksanakan dalam rangka:

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada
jabatan;

b. mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasi, dan
sejenisnya yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga di
luar Pemerintah Provinsi;

c. pelaksanaan paket pertemuan (meeting) dalam rangka
rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di
dalam ibu kota Provinsi atau di Kabupaten/Kota dan
dibiayai oleh Pemerintah Provinsi,

d. pengumandahan (detasering) atau penugasan sementara
waktu;

e. menempuh uyjian dinas/ujian jabatan;

f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan
dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena
melakukan tugas;
mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman
jenazah Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan
Anggota DPRD dan PNS yang meninggal dunia dalam
melakukan Perjalanan Dinas.
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(2) Perjalanan Dinas Jabatan meliputi:

a. Perjalanan Dinas Jabatan di luar batas Kota
Denpasar; dan

b. Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota Denpasar.

(3) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota Denpasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya
untuk:

a. kegiatan reses, sosialisasi Peraturan Daerah, dan
kunjungan daerah pemilihan Pimpinan dan Anggota
DPRD beserta masing-masing 1 (satu) orang
pendamping; dan

b. kegiatan penilaian barang milik daerah dan/atau
kekayaan daerah yang dilakukan oleh penilai
pemerintah.

(4) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota Denpasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. dilaksanakan paling sedikit 8 (delapan) jam yang
didukung dengan surat pernyataan dari pelaksana
Perjalanan Dinas; dan

b. dilaksanakan melebihi 10 (sepuluh) kilometer dari
tempat kedudukan kantor.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 21 Oktober 2022
GUBERNUR BALI,

ttd
WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
ttd

DEWA MADE INDRA
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,
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